WALIKOTA TUAL
PROVINST MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 320 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJEHGAﬂ TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang -

Mengingat

WALIKOTA TUAL,

a bahwa untuk meclaksanakan lketentuan Pasal 26 ayat (B}

L.

Peraturen Daerah Kota Tual Nomor 06 Tabun 2017
tentang Hak Keuangan dan Admnistratifl Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka

pemberian  tunjangan  perunahan dan  tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralkyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikote:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a perlu meneiapksn Peraturan
walikota. Tual tentang runj@ngan perumahan dan
tunjengain transporiasi Pimpinen dan AnRggota Dewan.
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1858 tentang
Penétapan Undang-Undang Nomor 23 Tehun 1957
wntang  Pembentukan Dgerah-Daerah - Swatanire.
Tingkat 11 Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1
Maluiu  (Lembaran  Negara  Republil Indenesia.
Tahun 1958 . Nomor lil, Tambahan Lembaran Negara
Republik lidonesia Nomor 1645h

Undaﬂg;llndang Nomor 28 Tabun 1999 ftentang
Penyclenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolisi dan Nepollsme {ILemnbaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1999 - Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones ia. Nomor 3851h

Undang-Undang Nomor ;15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaen dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara. (Lembgran Negara. Republik-Indfonesia
Tahun 2004 Nowhor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan AIara. Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik. Indonesia
Fahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

" Republik Indoxiesia Nomor 4438);

Und_iang-l.]ndaﬁg Momor 31 ‘Tahun 2007 tentang
Pembentitkan KotaTual di Provinsi Maluku (Lembaren

Negara Republik Indonesia  Tahun 2007  Nomor a7,

Tambahan .- Lembaran Negara  Republik Indunesia
Nomor 4747);

L
C M



£

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai  Polittk (Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4810, sebggaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nemeor 2 Tahun 20il
tentang Perubahan ams Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik {l.embaran Negara
Republik Indenesia Tabun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahup 2014
tentang Pemerintahan. Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang NWomor 9
Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraluran Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratifl Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara,
Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Péngelolaan  Keuangan Daerah,
secbagaimana telah diubeh terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalamn Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

. Nomor 13 Tabun 2006 tenleng Pedoman Pengelolaan

Kenangan Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomer 62 Tghun 2017
fentang Pengelompokan Kemampuan Keuanpan Daerah
Serta  Pelaksanaen dan  Pertanggungjawaban Dana

Operasional Penganggaran dan  Pertanggungjawabzun
Pengeunaan B::lanja. Penunjang Operasional;



13. Peraturan Daerah Ko Tual Nomor 02 Talmn 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah
Kota Tual [Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016
Nomar 88 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual
Namar 7096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN 'WALIKOTA TUAL TENTANG TUNJANGAN

PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KQOTA TUAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan :

1.
2
3

(1)

Pemerintah Dgerah adalah Pemerintah Kota Tual

‘Waliknta adalah Walikots Tual

Dewan Perwzlilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kota Tual
Pimpinat Dewan Perwakllun Rakyat Dacrah, selamijuf disebut Plmpinan

DPRD sadalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan

‘Wakil Ketua DPRD Kota Tual sesuai peraturan perundang-undangan,

Anggata Dewan Perwaldlun Rakyat Dagrah, selanjut disebut Anggota
DPRD adelah péjsbat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD
Kota Tual sesual peraturan penundang-undangan.

Sekretariat  Dewan Perwakilun Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rekyat Daersh

Kota, Tual Sk

Qekretaris Dewan' Perwakilan Rakyst Daerah, s¢lanjutnya disebut
Sakertaris DPRD adalah Se¢kretaris Dewan Perweakilen Ralkyet Daerah
Kota Tual

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepade
Pimpinan dan Anggota DFRD berupa jeownan kesehatan, jamingan
kecelakaan keria, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah
negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan
DPRI}, belanja rumah tangga bag Pimpinan DPRD, dan tunjangan.
transportasi bagi Anggota DPRD.

Anggaragn Pendapatan dan Belanja Daecrah, selanjut disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tual

. BAB 1I
TUNJANCAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Timjargan Perumahan

Pasal 2

Pimpinan DPRD disediakan rumah negera dan perkngkapannya sesual -

standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangarn.



(2} Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai

standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Dalam hal Fcmerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara
dan perlengkapannya kepude Pimpinan dan Anggota DPRD scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada yang bersangkutan
diberikan itunjangan perumahan,

(4) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggeta DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Fasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3]
tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD  secara
bersamaarn.

Pass] 4

(1] Bagi suami den/atau isti yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan
dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kota Tual hanya diberikan salah
satu tunjangan perumahan.

' (2] Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang susmi atau istrinya menjabat

sebagal Walikote Tuel/Wakil Walkota Tual tidak diberikan tunjangan .

perummahian.
Fasal 5

Begi Pirapinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak
diberikan tunjangan pendrmaban :

Bagian Kedua
Tunjangan Transpostasi

Pasdl 6

(1} Selain tunjangan perumahan sebagaimane dimaksud dalam  Pasal 2

' avat (3), kepada Anggota DPRD dupat disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.

(2) Tunjangan transportasi bagi Angpgota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
terhitung muial tanggal pengucapan swnpah/janji.

(3] Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan
tunjangan {ransportasi,

Baman Ketga
Besaran Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi

Pasal 7

(1) Besar Tunjangan Perumahan scbagaymana dimaksud dalam Pasal 2
ayat {2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :
a. untuk Ketua DPRD ditetapkan scbesar Rp. 16.000.000,- {enam belas
juta rupieh) setiap bulan: =
b. untuk Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000,-
(empat belas juta rupiah) setiap bulan, dan
e untuk Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,- {due belas
juta rupiah) setiap bulan.
4



(@) Ecsaf Tunjangan Transpotrasi bagi Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 13.000.000,-
{iga belas juta rupiah) setiap bularn

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal &

Besar Tunjangan Perumahan dan Tunmjangan Transpotrasi sebagaimana
dimalsud dalam 7 ayat (1) dan avat (2), dibebankan pada APBD.

BAR 1L
KETENTUAN PENUTUP

Pasal O

Peraturan Walikota i mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Kota Tual

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 2f Okteber 2017

S “i WALIKOTA TUAL,

Diundangken di Tual

pada ta.nFul }?»O_B;t\fbn:r 2017

Plt. SEKRET,

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 250




{2) Besar Tunjangan Transpetrasi bagl Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (Jj, ditetapkan sebesar Rp. 13000.000,-
{tica belas juta trupiah} setiap bulan

Bagian Keempal
Penganggaran
Pasal 8

| Besar Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transpotrasi sebagaimana
- dimaksud dalam 7 ayat (1) dan ayat {2), dibebankan pada APBD.
BAR Ti
KETENTUAN PENUTUP
_ Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dinndanglean.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Tual

Ditetapkan di Tual _
padE taniggal 2% Oktober 2017
VRS,

“hl; "

Diundéglgkan djJ

pada ahae ﬂﬂk‘m er 2017
KOTA TUAL,

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 25C




